BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENILAIAN KUALITAS, PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN DANA
BERGULIR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPFANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintalh Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntanst Pemerintahan, maka laporan keuangan
pemerintah  menggunakan  basis  akrual untuk
pengalcuan investasi non permancn;

bahwa investasi non permanen berupa dana bergulir
di necraca disajikan sesual dengan nilal bersih vang
dapat direalisasikan (nct realizable value};

bahwa untuk menyajikan investas: non permanen
dana bergulir dengan nilai bersih  yang dapat
dircalisasikan, diperlukan penyesualan dengan
membentuk kualitas, penyisihan dan penghapusan
dana bergulir udak tertagih berdasarkan peraturan
perundang-undangan yanyg berlaku,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan hurul ¢, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupali tentang Penilaian
Kualitas, Penvisihan dan Penghapusan Dana Bergulir
Pemerintah Dacrah Kabupaten Sidenreng Rappang:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkar [T di Sulawes:
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1822},

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolust dan Ncpousme (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1999  Nomor 79,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 renfang
Keuangan  Nepara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor <7, Tambahan

*

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 ienlang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusal dan
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
[Lembaran Negara Republik Indonecsiz Nomor 3587)
sebagaimana lelah  diubah  beberapakall terakhir
dengan  Undaneg-Undang Nomor 9@ Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Ilndonesia Tahun 2015
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Feraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tala Cara Penghapusan DPilutang Negara/Daerah
(Lembuaran Negara Republik Indoncsia Tahun 20035
Nomor 31, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46352),

Peraturan Pemerintak Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik  Tndoncsia Tahun 2010 Neomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraluran Mentert Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201 /PME.O&/2010 tentang Kualitas Piutang
Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan
Penyisihan Plutang Tidak Tertagih;

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Neomor 10
Tahun 2014 tentang Kebijalkan Akuntansi Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2014 Nomor 16)

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
2015 tenlang Pedoman Penyisihan Piutang dan
Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;



Menetapkan

N
*

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KUALITAS,
PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN DANA BERGULIR
PEMERINTAH DAERAH EKABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupalti ini, vang dimaksud dengan

b
2
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Daerah adalah Kabupalen Sidenreng Rappang.
Pemerintahh  Dacrah adalah Bupati sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memiunpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan dacrah.

Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

Panitia Urusan Plutang Negara vang seclanjutnya
disebut  PUPN  adalah  panitia yang  bersifat
interdepartemental dan bertugas mengurusi piutang
ICgare.

Dana DBergulir adalah dana alau barang vang
dipinjamkan fdigulirkan kepada masvarakat oleh oleh
Pemerintah Dacrah vyang bertujuan meningkatkan
ekonomi rakyat dan tujuan lainnva.

Penyisihan Dana Bergulir adalah  estimasi vang
dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada
akhir setiap priode yang dibentuk sebesar
proscntase  tertentu  dari akun dana  bergulir
berdasarkan penggolongan kualilas dana bergulir.
Kualitas Dana  Bergulir  adalah  hampiran atas
ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan
umur dana bergulir dan/atau upava tagih pemerintah
daerzh kepada debitor.

Penerima dana bergulir adalah pihak vang menerima
dana bergulir menurut peraturan, perjanjian  alau
sebab apapun.

Pengelola Dana Bergulir adalah  SKPD  yane

melaksanakan pengelolaan dan penalausahaan
atas plutang dana bergulir.
Penghapusbukuan / penghapusan bersyarat dana

bergulir adalah pengurangan dana  bergulir dan
penyisihan dana bergulir lidak lertagih vang tercatat
dalam neraca tanpa menghapus hak tagih daerah,
Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya halk
tagih dan/atau huak menerima tagihan alas dana
bergulir.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupali ini meliputi :
a. penilaian kualitas dana bergulir;

b. penyisihan dana bergulir; dan

c. penghapusan dana bergulir,

(3)

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanva
terbatas pada dana bergulir vang dikclola sendiri/langsung.

Dana bergulir dikelola sendiri/langsung sebagaimansa dimaksud pada ayal
(L), adalah mekanisme penyaluran dana bergulir vang dikelola sendiri
Pemerintah Daerah mulal proses menveleksi, menetapkan penerima,
menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serla menanggung
resiko ketidaktertagihan dana bergulir,

BABE III
PENILAIAN KUALITAS DANA BERGULIR

Pasal 4

Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat
memantau dan mengambil langkah-langkah yvang diperlukan agar hasil
penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat
direalisasikan.

Penilalan kualitas dana  bergulir sebagaimana  dimaksud  dilakukan
dengan mempertimbangkan:

a. Akhir periode jatuh tempo dana bergulir; dan

k. Upaya pcnagihan.

Pasal 5

Kualitas dana bergulir ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yailu

Lancar,

Kurang Lancar;
Diragukan; dan
Macet.

u T o O ol

Kualitas lanear sebagaimana dimalksud pada avat (1] huruf a, diteniukan
dengan kriteria ;

umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun;
masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;

pencrima dana menyerujui hasil perneriksaan; dan/atau
penerima danu kooperatif,

po o

Kualitas kurang lancar sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul b,
ditentukan dengan kriteria :



a. umur dana bergulir lebih dari | {satu) tfahun sampal dengan 3 (tiga)
tahun;

b. penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal surar rtagihan pertama belum melakukan pelunasan;

¢. pencrima dana kurang kooperatif dalaun pemneriksaan; dan/atau

d. pencrima dana menvetujul sebagian hasil pemeriksaan.

(4) Kualitas diragukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
ditentukan dengan kriteria :

4. umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampal dengan 5 (lima)
tahun;

b. penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal
surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan;

¢. penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
penerima dana tidak menyctujui seluruh hasil pemeriksaan.

(5) Kualitas macet scbhagaimana dimaksud pada avart (1) huruf d, ditentukan
dengan kriteria :

a. umur dana bergulir lebih dari S (lima) tahun;

h. penerima dalam jangka waktu | bulan ferhitung sejak tanggal surat
tagihan ketiga behun melakulean pelunasan;

c. penerima dana tidak diketahui keberadaannya;

d. penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal
dunia; dan/fatau

e. penerima dana mengalami musibah (force majeure).

Pasal 6

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir
pada tanggal laporan keuangan.

BAB 1V
PENYISIHAN DANA BERGULIR

Pasal 7

1} Penvisihan alas dana bereoulir wajib dibentuk oleh Bupart atas usulan
y = § i
Kepala Satuan Kerja Pengelola.

(2) Penentusur besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap
akhir tahun (periode pelaporan) ditctapkan sebesar

a. 0,5% (nol koma lima nersen) dari dana bergulir vang memiliki kualitas
lancar;

b. 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang

lancar;

50%  (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas

diragukan setelah dikurangl dengan nilai agunan atau nilai barang

sitaan (jika ada); dan

d. 100% (seratus persen] dari dana bergulir dengan kualilas macet
setelah dikurangi dengan nilai agpunan atau barang sitaan (jika ada).

€



Pazal 8

(1) Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilalcukan pada aldhir
periode  pelaporan  keuangan atau  tanggal pelaporan dan  dicatar
berdasarkan nilai kotor (brutio).

(2) Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan
dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir,
I Y

(3) Jurnal pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan olch
Pejabat Penalausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPKD,

Pasal ©

Beban penyisihan dana bergulir udak lertagih disajikan dalam Laporan
Opersional (LO) untuk dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak
tertagih disajikan dalam Neraca.

BAB V
PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah meliputi ¢

a. Penghapusbukuan / penghapusan bersyaral dana bergulir; dan
b. Penghapustagihan / penghapusan mutlak dana bergulir,

(2) Penghapusan dana bergulir atas usul Satuan Kerja Pengelola dilakukan
terhadap seluruh sisa dana bergulir yang memiliki kualitas macet.

(3) Penghapusan dana bergulir sebagaimana pada ayat (1), hanyva dapat
dilakukan setelah diuras secara optimal oleh PUPN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengurusan piutang
NEegAaTd.

Bagian Kedua
Penghapusbukuan/Penghapusan Bersyarat

Pasal 11

Penghapusbukuan / penghapusan bersyarat dana hergulir, ditetapkan oleh :

4. Bupati untuk jumluh sampal dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah); dan

b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
Jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lirna miliar rapiah)

I



Pasal 12

Penghapusbukuan/penghapusan bersyarat dana bergulir dapatr dilakukan
dengan pertimbangan antara lain :

a,

b.

L.

dana bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) vang diterapkan

sebagal kriteria kualitas dana bergulir macet;

debitor tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal sural

tagithan ketiga;

debitor mengalami musibal: (force majeure);

debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan

tidak  mempunyal  ahli  waris, alsu  ahli warls  tdak diketahui

keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari  pejabat  vang

berwenang;

debitor tidak mempunyai harta kekavaan lagi dibuktikan dengan surat

keterangan dari pgjabal vang berwenang vang menyatakan bahwa debitor

memang benar-benar sudah tidak mempunyai harla kekayaan lagi;

debitor dinyatakan pailit berdasarkan pulusan pengadilan;

debitor yang tidak diketzhui keberadaannya lagl karena ;

1. pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan
surat keterangan/pernyataan dari pejabat vang berwenang; dan/atau

2. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat
keterangan/pernyataan dari pejabal yang berwenang.

dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap

atau Uudak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat

dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya

berdasarkan surat keterangan/pernyataan Bupati; dan/atau

objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan

dari pihak kepolisian.

Pasal 13

Usulan penghapusbukuan/penghapusan bersyarat dana bergulir diusulkan
oleh pejabat pengelola keuangan dacrah kepada Bupati setelah mendapat
pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Piutang dan Lelang
Negara.

(1)

Pasal 14

Penghapusbukuan/penghapusan bersyaral dana bergulir hanya dapat
dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat
Ditagih (PFSBD'I) oleh PUPN.

Berdasarkan penelapan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
menerbitkan keputusan penghapusbulkuan/penghapusan bersyaral dana

Taergulir,

Pasal 15

Perlakuan akuntansi penghapusbukuan/perlakuan bersyaral dana bergulir
dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan
dana bergulir tidak tertagih,



Pasal 16

(1} Penghapusbukuan/penghapusan persyarat dana  berguliv tidak
menghilangkan hak iagh.

(2) Terhadap dana bergulir vang sudah dihapusbukukan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) masih dicarat secara ckstrakomtabel dan
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan,

Bagian Ketiga
Penghapustagihan/Penghapusan Mutlak

Pasal 17

Penghapustagihan [/ penghapusan mutlak dana bergulir, ditetapkan oleh :

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupnah); dan

b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah untuk
Jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 {lima miliar rupiah).

Pasal 18

Penghapustagihan / penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan

dengan pertimbangan antara lain:

4. penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak vang
berutang/debitor kepads daerah, untuk menolong pihak berutang dari
keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Keeil dan
Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar;

b. penghapusatagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra
penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas
menghadapi tugas masa depan;

¢. penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan
situasi tak mungkin tertagih melihal kondisi pihak tertagih;

d. penghapustagihan untuk restrukturisasi penychatan utang, misalnva
penghapusan denda, tunggakan bungu dikapitalisasi menjadi pokok kredit
baru, rescheduling dan penurunan tariff bunga kredit;

e. penghapustagihan selelah semua upayva taglh dan cara lain gagal atau
ldak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi
saham fekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;

[. penghapustagihan sesual hulturn perdata umumnya, hukum kepailitan,
hukum industry (misalnya industry keuangan dunia, industry perbankan),
hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchinarking
kebjjakan/ peraturan write off di negara lain; dan

g penghapuslagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkarn,
apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacal hukum.

Pasal 19

Penghapustagihan/penghapusan mutlak dapat dilakukan dengan ketentuan :

a. diajukan setelah lewar waktu 2 (dua) tahun sejak langgal penelapan
penghapustagihan/ penghapusan bersyarat;



b. pecnanggung ulang tetap tidak  mempunyai  kemampuan  unluk
menyelesaikan sisa kewajibannya yvang dibuktikan dengan keterangan dari
aparat/ pejabal vang berwenang.

Pasal 20

Usulan penghapustagihan/ penghapusan mutlak dana bergulir diusulkan oleh
pejabat  pengelola keuangan dacrah kepada Bupati setelah mendapat
pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang
Negara.

Pasal 21

(1) Penghapustapihan/penghapusan mutluk dana bergulir hanya dapat
dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat
Dilagih (PSBDT) oleh PUPN.

(2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Bupati
menerbitkan keputusan penghapustagihan/penghapusan mutlak  dana
bergulir.

Pasal 22

Perlakuan akuntansi penghapustagihan/perlakuan mutlak dana bergulir
dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyvisihan
dana bergulir ndak tertagih.

Pasal 23

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir
dilakukan dengan cara menutup ckstrakemptabel dan tidak melaleukan
penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB VI
PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG

Pasal 24

Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, alau pengurangan jumlah
dana bergulir scbagai akibat pclaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dilakukan pencalatan perubahan jumlah dana bergulir.

Pasal 25

(1) Dalam hal terdapat penambahan jumlah duana bergulir, pencatatan

perubahan jumlah dana bergulir dilakukan dengan cara menambah akun
dana bergulir sebesar selisihnya.

(2) Pencatatan penambahan jumlah dana bergulir sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan scgera serelah penerbilan surat tagihan |
perseniyjuan / kepulusan.



Pasal 26

(1} Dalam hal terdapat pengurangan jumlah dana bergulir, pencatatan
perubahan jumlah dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi
akun dana bergulir sebesar selisihnya.

2) Pencatatan pengurangan jumlah dana bergulir sebagaimana dimaksud
peng g ] gL ag ;
pada ayat (1) dilakukan setelah penerbitan sural tagihan / persctujuan /
keputusan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupat
Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2014 tenlang Penilalan Kualitas
Piutang Dana Bergulir dan Pembentukan Penyisihan Piutang Dana Bergulir
Tidak tertagih Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berila
Daerah Tahun 2014 Nomor 28} dicabut dan dinyatakan lidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupau ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupalen Sidenreng
Rappang.

TAEPALA BOKD

Ditctapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 1 janvari POLE

LASUBIL 1RO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, L{\_}gxnu;ﬂn o6

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SI RENG RAPPANG,
|

g

e
RUSLAN

BERITA DAERAH EABEUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR l-i



	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)

